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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1   Balanced Scorecard
2.1.1.1 Konsep Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan Robert Kaplan tahun 1992, sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja (performance measurement) yang mengukur kinerja perusahaan. Robert Kaplan mempertajam konsep pengkuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang “seimbang” (balanced) dalam mengukur kinerja dan strategi perusahaan. Pendekatan tersebut berdasarkan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Key Performance Indicators (KPI), performance measurement sebenarnya bukanlah konsep yang baru. Dalam literatur akuntansi manajemen, konsep-konsep tersebut sudah banyak dibahas. Dalam dunia sumber daya manusia, kita mengukur angka perputaran karyawan, analisis hari absen dan lain-lain.

Maksud dari BSC adalah mengusulkan penciptaan suatu daftar tolok ukur, kedua-duanya finansial dan non-finansial, dimana perusahaan dapat mengendalikan operasinya dan mengaitkan atau menyeimbangkan secara bersamaan berbagai tolok ukur untuk mengawasi baik kinerja jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.1.2 Definisi Balanced Scorecard
Definisi balanced scorecard menurut Garrison dalam bukunya “International Corporate Governance” yang diterjemahkan oleh Amin Widjaja Tunggal salah satu pakar akuntansi manajemen mengembangkan suatu konsep yang sama dengan balanced scorecard yang dinamakan “Tableau de Bord” atau “Dasboard”. 

“Tableau de bord adalah pemicu keberhasilan perusahaan” sedangkan, “Balanced Scorecard adalah sekelompok tolok ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan di seluruh organisasi”
(2001:1)

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Balanced Scorecard Sebagai Alat Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan”: mengemukakan bahwa:

“Konsep balanced scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Balanced scorecard terdiri dari dua kata yaitu:

1. Kartu Skor (scorecard)
2. Beimbang (balanced)”
(2002:437)
Kartu skor merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang, kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personel dimasa depan dibandingkan dengan hasil kerja sesungguhnya. Hasil kerja ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kerja personel yang bersangkutan.

Berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur suatu berimbang berdasarkan dua aspek, yaitu:

1. Keuangan (financial) dan non keuangan (non financial)
2. Jangka pendek dan jangka panjang

3. Intern dan ekstern
Beberapa pendapat mengenai pengertian balanced scorecard, antara lain menurut Vincent Gasperz dalam bukunya yang berjudul “Balanced Scorecard dengan six sigma” mngemukakan bahwa:

“Balnced scorecard merupakan suatu sistem pengukuran kinerja manajemen atau sistem manajemen strategis yang diturunkan dari visi dan strategi serta mereflesikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis”.

(2002:9)

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya yang berjudul “Memahami Konsep Balanced Scorecard” adalah sebagai berikut :

“Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan”

(2002:1)

Balanced scorecard sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis sebagai sistem pengukuran kinerja yang mempunyai dampak terhadap perilaku manusia didalam maupun diluar organisasi. Balanced scorecard tetap mempertahankan ukuran keuangan sebagai suatu rangkaian penting kinerja manajerial dan bisnis. Balanced scorecard member para eksekutif kerangka kerja yang kompherensif menerjemahkan visi dan strategi perusahaan  kedalam seperangkat ukuran kinerja.

Pendapat lain mengemukakan balanced scorecard yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Balanced Scorecard Sebagai Alat Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan”, adalah : 

“Contemporary management yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan”.

(2001:1)

Dari kesimpulan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya, juga dalam melipatgandakan kinerja keuangan perusahaan atau organisasi tersebut. Balanced scorecard juga digunakan sebagai suatu sistem manajemen untuk mereflesikan berbagai aspek penting dalam bisnis berdasarkan visi dan strategi perusahaan.               

2.1.1.3 Karakteristik Balanced Sorecard
Penjelasan mengenai karakteristik balanced scorecard dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Pengukuran Kinerja Dengan Balance Scorecard” adalah :

“Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategic atau lebih tepat dinamakan suatu: “Strategic based rensponsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu orgaisasi kedalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda, yaitu:

1. Perspektif keuangan (financial perspective)

2. Perspektif pelanggan (customer perspective)

3. Perspektif proses usaha internal (internal business perspective)

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth infrastructure perspective).
(2001:4)

Balanced Scorecard mempertahankan perspektif keuangan karena tolok ukur keuangan berguna dalam mengikhtisarkan konsekuensi tindakan ekonomi terukur yang telah diambil. Tolok ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, implementasi dan eksekusi perusahaan memberi kontribusi pada perbaikan laba. Tujuan finansial biasanya berkaitan dengan pengukuran kemampuan laba, seperti laba operasi, ROCE (Reurn On Capital Employed), EVA (Economic Value Added) dan lain-lain.  

 Tujuan keuangan alternatif dapat berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau perolehan arus kas. Perspektif keuangan menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang diambil dalam ketiga perspektif yang lain. Perspektif pelanggan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasar dimana unit usaha akan bersaing. Perspektif proses usaha internal melukiskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai untuk pelanggan dan pemilik.  

Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, perakitan suatu produk adalah proses usaha internal. Ide dasarnya adalah pembelajaran perlu untuk memperbaiki kepuasan pelanggan, dan memperbaiki kepuasan pelanggan perlu untuk memperbaiki hasil keuangan.

Akhirnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (infrastructure) mendefinisikan kapabilitas yang diperlukan induk organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif yang terakhir ini hubungan dengan tiga faktor utama, yaitu :

1. Kapabilitas karyawan (employed capabilities);
2. Kapabilitas sistem informasi (information system capabilities);
3. Sikap karyawan (motivasi, pemberdayaan/empowerment).
Dalam pendekatan Balanced Scorecard, penekanan adalah pada perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) bukan hanya mencapai tujuan khusus seperti laba sekian milyar rupiah.
Gambar 2.1
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Tolok ukur keuangan tampak paling atas pada gambar: 2.1  Pada akhirnya, eksistensi perusahaan untuk memberikan manfaat keuangan kepada pemilik. Organisasi yang tidak mencari keuntungan sekalipun harus menghasilkan sumber daya keuangan agar dapat bertahan dalam operasi. Biasanya, manajer puncak bukan manajer tingkat lebih rendah. Gambar tabel: 2.1 menyajikan contoh tolok ukur kinerja yang dapat ditemukan dalam Balanced Scorecard  perusahaan. 

2.1.1.4 Empat Perpektif Balanced Scorecard

2.1.1.4.1  Perspektif Keuangan

Balanced Scorecard menggunakan tolok ukur kinerja keuangan, seperti laba bersih dan ROI (Return On Investmen), karena tolok ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolok ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan seperti lembaga keuangan dan pemegang saham sangat mengandalkan tolok ukur kinerja keuangan dalam memutuskan apakah meminjamkan atau menginvestasikan dana. Tolok ukur keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan pandangan agregat keberhasilan suatu organisasi.

Tolok ukur keuangan adalah penting, akan tetapi tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai  (value). Tolok ukur non keuangan juga tidak memadai untuk menyatakan angka paling bawah (bottom line). Balanced Scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolok ukur kinerja yang multiple baik keuangan maupun non keuangan untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan.

2.1.1.4.2 Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan memfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan.

Perusahaan antara lain menggunakan tolok ukur kinerja berikut, pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu :

1. Kepuasaan pelanggan (customer satisfaction); 
Tolok ukur kepuasan pelanggan menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya. 

2. Retensi pelanggan (customer retention);
Tolok ukur retensi atau loyalias pelanggan menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan pelanggannya. Secara umum dikatakan bahwa dibutuhkan 5 x lebih banyak untuk memperoleh seorang pelanggan baru daripada mempertahankan seorang pelanggan lama.

3. Pangsa Pasar (market share);
Pangsa pasar mengukur proporsi peusahaan dari total usaha dalam pasar tertentu.

4. Kemampulabaan pelanggan.

Untuk perusahaan yang mencari untung, garis paling bawah (bottom line) adalah kemampulabaan pelanggan, yakni pelanggan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Mempunyai pelanggan yang puas dan setia dari pangsa pasar yang besar adalah baik, akan tetapi pencapaian tersebut tidak menjamin kemapulabaan. Kepuasan pelanggan yang lebih baik mengarah pada peningkatan kemampulabaan pelanggan.

2.1.1.4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif poses usaha internal. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk memproses usaha yang lebih baik.

Pelanggan menilai barang dan jasa yang diterima dapat diandalkan dapat tepat pada waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk menyakinkan bahwa barang-barang tersedia ditangan. Akan tetapi biaya penanganan dan penyimpangan persediaan menjadi tinggi dan kemungkinan keusangan persediaan. Untuk menghindari persediaan yang berlebihan, alternatif yang mungkin adalah membuat pemasok mengurangi throughput time. Throughput time adalah total waktu dari waktu peasanan diterima oleh perusahaan sampai dengan pelanggan menerima produk. Memperpendek throughput time dapat berguna apabila pelanggan menginginkan barang dari jasa segera mungkin. 

2.1.1.4.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolok ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, umumnya kepuasan pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survey, mewawancari karyawan, mengamati karyawan pada saat bekerja.

Produktivitas karyawan mengakui pentingnya keluaran per-karyawan, keluaran dapat diukur dalam arti tolok ukur fisik seperti halaman yang diproduksi atau dalam tolok ukur keuangan seperti pendapatan per-karyawan, laba per karyawan. Contoh pengukuran produktivitas sebuah bank misalnya jumlah pinjaman yang diproses per loan officer per bulan. Suatu sistem insentif yang baik akan mendorong manajer meningkatkan kepuasan karyawan yang tinggi, perputaran karyawan yang rendah dan produktivitas karyawan yang tinggi.

Gambar Tabel: 2.1

Contoh tolok ukur kinerja dalam Balanced Scorecard
	PERSPEKTIF KEUANGAN/FINANCIAL PERSPECTIVE


	PERSPEKTIF PELANGGAN/CUSTOMER PERSPECTIVE

	Ukuran kinerja/Performance Measures
	Perubahan yang diinginkan/Desired change

	Kepuasan pelanggan menurut survei/Customer satisfaction as measured by survey results
	+

	Jumlah komplain dari pelanggan/Number of customer complaints
	-

	Pangsa pasar/Market share
	+

	Persentase retur pembelian dari penjualan/Product returns as a percentage of sales
	-

	Persentase pelanggan yang masih setia dari periode lalu/Percentage of customers percentage fromlast period
	+

	Jumlah pelanggan baru/Number of new customer
	-


	PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL/INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE

	Ukuran kinerja/Performance Measures
	Perubahan yang diinginkan/Desired change

	Persentase penjualan produk baru/Percentage of sales from new products
	+

	Waktu untuk mengenalkan produk baru ke pasar/Time to introduce new products to market
	-

	Persentase telpon diangkat dalam 20 menit/Percentage of customer calls answerd within 20 seconds
	+

	Persentase pengiriman tepat waktu dari semua pengiriman/On-time deliveries as a percentage of all deliveries
	+

	Persentase persediaan barang dalam proses dari penjualan/Work in process inventory as a percentage of sales
	-

	Selisih biaya standar yang tidak menguntungkan/Unfavorable standars cost variances
	-

	Pesentase produk cacat dari unit yang sempurna/Defect free units as a percentage of of completed units
	+

	Siklus waktu pengiriman/Delivery cycle time
	-

	Throughput time 
	-

	Manufacturing cycle efficiency (MCE)
	+

	Biaya mutu/Quality costs
	-

	Setup time
	-

	Waktu dari telpon dari pelanggan sampai perbaikan produk/Time from call by customer to repair of product
	-

	Persentase keluhan yang langsung ditanggapi/Percent of customer complaint settled on first contact
	+

	Waktu unuk menaggapi klaim dari pelanggan/Time to settle a customer claim
	-


	PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN/LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

	Ukuran kinerja/Performance Measures
	Perubahan yang diinginkan/Desired change

	Usulan per-karyawan/Suggestions per employed
	+

	Karyawan bernilai tambah/Value-added employee
	+

	Perputaran karyawan/Employee turnover
	-

	Jam penelitian didalam per-karyawan/Hours of in-house training per employee
	+


Sumber: Garrison (2000: 466)
2.1.1.5 Faktor Keberhasilan Balanced scorecard pada Kritikal (Critical Success Factors/CSFs)

Faktor keberhasilan Balanced scorecard pada kritikal merupakan tolok ukur dari aspek-aspek kinerja perusahaan yang penting terhadap keunggulan kompetitifnya, dan sebab itu terhadap keberhasilannya. 

Sistem manajemen biaya strategik mengembangkan informasi, strategik yang memasukkan informasi yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Dimasa lalu, perusahaan cenderung berfokus terutama pada ukuran kinerja keuangan, seperti pertumbuhan penjualan dan laba, aliran kas dan nilai persediaan. Sebaliknya perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kontemporer manggunakan manajemen strategik tentang keberhasilan, yang banyak berupa ukuran operasional yang bersifat non keuangan, seperti pangsa pasar, mutu produk, kepuasan pelanggan dan peluang pertumbuhan. 

Ukuran keuangan menunjukkan dampak kebijakan dan prosedur perusahaan pada posisi keuangan perusahaan jangka pendek dan oleh karena itu juga memberikan pengembalian (return) jangka pendek bagi pemegang saham. Sebaliknya faktor-faktor yang bersifat non keuangan menunjukkan posisi kompetitif perusahaan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Contoh ukuran keberhasilan yang bersifat kuangan dan non keuangan pada faktor  keberhasilan   keuangan dan non keuangan pada faktor keberhasilan balanced scorecard pada CSFs sebagai berikut:

Gambar Tabel: 2.2

Ukuran keberhasilan yang bersifat kuangan dan non keuangan
	Ukuran Keberhasilan yang brsifat Non-keuangan

Pertumbuhan penjualan 

Pertumbuhan laba

Petumbuhan Deviden

Obligasi dan penilaian kredit 

Aliran kas

Peningkatan harga saham 
	Ukuran Keberhasilan yang Bersifat Keuangan

· Perspektif pelanggan (costumer measures)
· Pangsa pasar dan pertumbuhan pangsa pasar

· Pelayanan kepada pelanggan

· Kepuasan pelanggan

· Pengakuan terhadap merek

· Posisi pada pasar yang menguntungkan

· Perspektif usaha internal dan Proses produksi

· Mutu produk yang tinggi

· Inovasi produk

· Produktivitas yang tinggi

· Waktu siklus

· Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

· Kompeensi dan integritas manajer

· Moral dan budaya perusahaan

· Inovasi produk baru

· Metode manufacturing


Sumber: Blocher/Chen/Lin (2000:743)

Dalam mengembangkan ukuran CSFs harus melibatkan studi secara hati-hati terhadap proses bisnis perusahaan. Pengembangan produk, manufacturing, manajemen dan fungsi keuangan harus dilihat untuk menentukan spesifikasi fungsi-fungsi ini dalam memberikan kontribusi untuk keberhasilan perusahaan. Berikut adalah contoh CFSs dan bagaimana cara mengukurnya:

Gambar tabel: 2.3

Mengukur “Critical Success Factors (CSFs)”
	Faktor Keberhasilan Kritikal
	Bagaimana mengukur CSFs

	Profitabilitas

Likuiditas

Penjualan

Market value
	Faktor Keuangan

Laba operasi, trend laba.

Cash flow adequacy, trend in cash flow, kemampuan membayar bunga, tingkat perputaran asset, tingkat perputaran persediaan dan tingkat piutang.

Tingkat penjualan pada kelompok proiduk utama, trend penjualan, persentase penjualan yang berasal dari produk barudan akurasi peramalan penjualan.

Harga saham.



	Kepuasan pelanggan

Dealer dan Distributor

Pemasaran dan Penjualan

Ketepatan Pengiriman

Mutu
	Faktor Pelanggan

Pengembalian produk dan keluhan pelangga, penelitian tentang pelanggan.

Kekuatan hubungan dealer dengan distributor.

Trend kineja penjualan, aktivitas dan riset pasar.

Kinerja ketepatan waktu pengiriman, waktu mulai pemesanan sampai pengiriman kepada pelanggan.

Keluhan pelanggan, jaminan kecepatan,  dan keefektifan pelayanan.



	Mutu

Produktivitas

Fleksibilitas

Kesiapan peralatan

Keamanan
	Proses Bisnis Internal

Jumlah produk cacat, jumlah pengembalian, penelitian terhadap pelanggan, jumlah sisa produksi, jumlah perbaikan, laporan lapangan, klaim jaminan, tingkat kecacatan barang dari pemasok.

Waktu siklus, efisiensi tenaga kerja, jumlah pemborosan, perbaiakan dan sisa produksi.

Waktu setup, waktu siklus, keefektifan penjadwalan.

Down time, pengalaman operator, kapasitas mesin, aktivitas pemeliharaan.

Jumlah kecelakaan, dampak kecelakaan.



	Inovasi produk

Ketepatan waktu untuk produk baru

Pengembangan keahlian

Modal pekerja

Kompetensi
	Pembelajaran dan Pertumbuhan

Jumlah perubahan desain, jumlah hak paten atau hak cipta yang baru, keahlian staf riset dan pengembangan.

Jumlah kelebihan atau kekurangan dari satu tanggal pengiriman.

Jumlah pelatihan, peningkatan kinerja keahliaan

Tingkat perputaran kinerja, jumlah keluhan, penelitian terhadap pekerja/karyawan.

Tingkat perputaran, pelatihan, penngalaman, kemampuan beradaptasi, ulkuran-ukuran keuangan dan operasional.



	Pemerintah
	Faktor Lain

Jumlah pelanggaran dan aktivitas jasa kepada masyarakat. 


Sumber: Blocher/Chen/Lin (2001: 15)
2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Konsep Corporate Governance
Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah using untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari waktu kewaktu. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham dan pengawasan. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebar. Pada akhirnya tahun 1980-an mulai banyak yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk  akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. 

2.1.2.2 Definisi Good Corporate Governance
Ada banyak definisi untuk Good Corporate Governance. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No Kep-23/M-PBUMN/2000 Good Corporate Governance adalah :

“…Prinsip Korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.
(2002:11)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002, Good Corporate Governance adalah:

“…Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan setiap memperhatikan kepentingan stockholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”

(2002:14)
Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI), yaitu :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Sehubungan dengan kata hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

(2000:14)

Menurut penelitian I Nyoman Tjager dalm bukunya Kebijakan  Nasional Mengembangkan  Praktik Bisnis Yang Etikal Menuju Good Corporate Governance menegmukakan bahwa:

“Good Corporate Governance dikatakan sebagai suatu cara untuk mengelola perusahaan agar lebih efisien dan profitable namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap pemegang saham”. 
(2000:40)

Menurut David Melvill, dalam surat kabar Media Indonesia Istilah Corporate Governance berbeda dengan Good Management. Yaitu:

“Good Management diartikan sebagai pengelolaan yang baik maka Good Corporate Governance diartikan sebagi cara pengelolaan yang melibatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan” 

(2000:15) 
Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mengutip good corporate governance sebagai alat tata kelola yang baik yang menagarah kepada prinsip dan tanggung jawab kepada perusahaan baik internal maupun eksternal serta kepentingan stakeholder berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan.
2.1.2.3  Sejarah Good Corporate Governance
Pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemilik telah lama dikenal dalam agency theory atau stewardship, kemudian dikembangkan dalam teori birokrasi weber (dikutip oleh Media Akuntansi 2000). Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah dipraktekkan dilingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, agar perusahaan-perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola suatu negara (Little Republic). Oleh karena itu, seringkali perusahaan disebut suatu miniatur negara. Pola GCG kemudian diikuti oleh negar-negara di Eropa hingga seluruh dunia. (Yada Braguna, 2000).

Tricker mengemukakan agency theory yaitu salah satu teori yang dapat menggambarkan Corporate Governance. Perusahaan ditampilkan sebagai suatu kontrak antara pemilik dan agen, dimana pemegang saham sebagai pemilik dan para direktur sebagai agennya. Agency theory menyatakan bahwa agen dalam hal ini akan bekerja sekehendak dirinya secara rasional, bukan dengan bijaksana, salah dan asumsi lainnya seperti yang terdapat dalam model strewardship. Oleh karena itu, check and balances diperlukan, tentunya dengan tidak bias menghindari biaya agensi, untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh (Jensen dan Mecling, 1967). Adam Smith (1776) dan Marsall (1920) telah meletakkan dasar hubungan berbagai pemegang saham dengan para eksekutif terpilih, kemudian dikembangkan dalam tradisi akademi sejak Berle & Means (1932) hingga Blair (1995) seperti yang dimuat dalam Media Akuntansi 2000.

2.1.2.4 Prinsp-Prinsip Good Corporate Governance
Seperti yang dikutip oleh Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI), menguraikan ada empat unsur penting dalam Good Corporate Governance yaitu Fairness (keadilan), Transparancy (transparansi), Accountability (Akuntabilitas), dan Responsibility (pertanggungjawaban). 

Empat unsur penting dalam good corporate governance dan penjelasannya sebagai berikut:

2.1.2.4.1 Transparansi (Transparancy)

Transparansi (transparancy) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

· Hal-hal yang seharusnya diungkapkan (tidak terbatas pada yang material)

1. Financial and  Operating Result
Laporan keuangan yang harus diaudit, adalah sumber untuk memonitor kinerja keuangan dan meletakan dasar bagi penilaian asset securities. Diskusi manajemen dan analisis operasi kadang juga menyertai laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor.

2.  Tujuan perusahaan 

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka ber-operasi dan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

3. kepemilikan saham

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. Maka pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham lainnya.

4. Anggota dewan eksekutif dan gaji mereka

Pasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur berapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti stock option bagi kinerja dewan.

5. Faktor-faktor risiko yang dapat diduga material

Informasi yang mengenai hal ini misalnya risiko yang timbul dari wilayah geografis, ketergantungan atas komoditas tertentu, risiko tingkat suku bunga, risiko transaksi derivative dan transaksi off-balance serta risiko kerusakan lingkungan hidup.

6. Isu-isu material yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

Isu-isu material adalah isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini yang diungkapkan misalnya hubungan antara karyawan manajemen dan hubungan denagn stakeholders.

7. Struktur Pengendalian Kebijakan

Perusahaan harus mengungkapkan bagaimana mereka mewujudkan GCG, untuk mengukur keberhasilan pencapaian GCG adalah sebagi berikut :

□
Setiap informasi yang diungkapkan haruslah disiapkan, diaudit terlebih dahulu agar mempyunyai standar kualitas yang tinggi.

□
Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen untuk memberikan informasi yang independen bagi pihak eksternal.

□
Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketetapan waktu dan efisien biaya agar informasi relevan.

Transparancy ini berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan untuk menyediakan informasi yang objektif, akurat dan tepat waktu kepada shareholder.  Ini merupakan pertnggungjawaban sebuah sikap etis karena dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor, pemasok atau konsumen dapat mengetahui dengan lebih pasti risiko yang terjadi ketika melaksanakan transaksi dengan perusahaan tersebut.

2.1.2.4.2 Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas (Accountability) dimaksudkan agar setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka kerja GCG memastikan sistem pengenalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham dan stakeholders. 

Dewan ber-tanggung jawab untuk memantau kinerja dan pencapaian target return bagi pemegang saham, sembari juga mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetisi yang (fair) dalam perusahaan. Agar akuntabilitas ini efektif, dewan mesti menjaga indepedensinya dari manajemen. Tanggung jawab dewan yang lainnya adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, etika dan lain-lain.

Beberapa karakteristik Akuntabilitas (Accountability) adalah :

1. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap.

2. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka harus memuaskan keluhan pemegang saham.

3. Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadadp kepentingan pemegang saham.

4. Dewan harus memenuhi beberapa fungsi yang diantaranya :

□
Melakukan review atas strategi perusahaan, pelksanaan rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utam, pembelanjaan dan akuisisi.

□
Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi succession planning.

□
Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan terbuka.

□
Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta dan penyalahgunaan hubungan transaksi dengan berbagai pihak.

□
Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan finansial perusahaan, melakukan audit yang independen, dan sistem pengendalian yang tepat berada ditempatnya. Disisi lain sistem pemantau risiko, pengendali keuangan harus taat pada hukum.

□
Mengawasi proses transparansi dan komunikasi.

5. Dewan harus mampu menggunakan pertimbangan yang objektif.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban sebuah perusahaan untuk mencapai sistem yang kondusif bagi pengawasan efektif, yaitu dengan menyeimbangkan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, direksi dan auditor. Dalam kontek ini, ada pembatasan kekuasaan antara direksi dan komisaris. Direksi hanya berwenang melaksanakan tugas-tugas operasional sehari-hari. Sementara komisaris sebagai para pemegang saham yang bertugas dalam bidang pengawasan kedua tugas yang berbeda ini tidak bias dicampuradukan.

Menurut I Ketut Mardjana dalam bukunya “Corporate Governance Dan Privatisasi” menjelaskan Akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas merupakan salah satu produk untuk mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham dengan manajemen atau manajemen dengan stakeholder (karyawan, kreditor dan lain sebagainya)”.
(2002:21) 

Masing-masing organ poerusahaan sudah semestinya mengetahui dan menyadari sepenuhnya hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal check and balance yang mencakup praktik-praktik audit yang sehat.  Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan terciptanya pengawasan yang efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris dan direksi.

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya perusahaan. Dalam kontek ini hubungan antar komisaris dan direksi secara implisit merupakan salah satu domain dari Corporate Governance yang seharusnya ditegakkan secara baik. Sementara itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan acuan dari kerja komisaris dan direksi. 

Dengan demikian, kunci terciptanya Good Corporate Governance  adalah berfungsinya organ-organ perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),  komisaris dan direksi secara efektif. Oleh karena itu sistem yang merupakan hubungan struktural antara ketiga organ perusahaan tersebut perlu dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing dan mengacu pada aturan perundangan yang ada dan dengan tetap berlandaskan pada norma-norma yang layak.

2.1.2.4.3 Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban (Responsibility) dimaksudkan untuk memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Archie B. Carol dan Zaim. 2000, seperti yang dikutip oleh Yada Braguna, “Konsep Piramida Pertanggungjawaban” yaitu:

“Mengembangkan suatu konsep piramida tanggungjawab Sosial Perusahaan. Piramida ini terdiri atas empat tanggung jawab perusahaan.

1. Tanggung Jawab Ekonomis, setiap perusahaan haruslah menghasilkan laba.

2. Tanggung Jawab Legal, Ini berarti dalam mencapai tujuan mencari laba, perusahaan harus mentaati hukum. Upaya memperoleh laba yang melanggar harus ditentang.

3. Tanggung Jawab Etis, Ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik, benar dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan.

4. Tanggung Jawab Filantrofis. Mensyaratkan perusahaan untuk memberi kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua.”

(2000:23)
Dalam sebuah perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk didalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Dalam konteks rensponsibility, sebuah perusahaan tidak tegak secara terisolasi dari berbagai kepentingan sosial budaya dan politik kelompok-kelompok  lain (stakeholder), melainkan terintegrasi didalamnya. Di sini sebuah perusahaan tidak hanya harus bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung, tetapi juga terhadap mereka yang tidak berhubungan secara langsung dengannya.

Responsibilitas mencakup hal-hal yang yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagian dari masyarakat, antara lain melalui pengembangan masyarakat lingkungan (community development). Terkait pula dengan prinsip responsibilitas adalah pertanggungjawaban direksi atas aspek-aspek manajerial perusahaan, seperti sasaran dalam mencapai cost efficiency, peningkatan daya saing, menggali setiap potensi memperoleh laba dan lain sebagainya.      

2.1.2.4.4 Kemandirin (Independency)
Kemandirian atau independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.2.4.5 Keadilan (Fairness)

Keadilan (fairness) dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hal-hal pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Hak-hak pemegang saham utamanya adalah:

1. Hak untuk menghindari dan memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasakan ketentuan satu saham memberi kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.

2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur, agar memungkinkan bagi seorang pemegang saham untuk membuat suatu keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang dimilikinya mengenai perseroan.

3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukan bagi pemegang saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan, dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

Keadilan bagi pihak-pihak berkepentingan dapat dilaksanakan dengan:

1. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan

2. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan

3. Pelarangan insider trading serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

Keadilan (Fairness) ini berkaitan dengan kewajiban sebuah perusahaan untuk menciptakan kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan peraturan-peraturan yang melindumgi hak-hak pemodal. Hal yang lebih ditekankan lagi dalam konteks Fairness ini adalah perlindungan yang adil dan wajar terhadap pemegang saham minoritas dari praktik-praktik insider trading yang merugikan. 

2.1.2.5 Tujuan Good Corporate Governance
Tujuan dari Corporate Governance adalah :

1. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.

2. Mengoptimalkan pembayaran sumber daya ekonomis dari sebuah usaha.

3. Memperbesar kemaslahatan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktifitas domestik ketika bersaing di pasar internasional.

2.1.2.6 Manfaat dan Prasyarat Implementasi Good Corporate Governance
Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pengukuran kepentingan lainnya. Berdasarkan kerangka atuaran dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Ahmad Daniri dalam bukunya “Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Kontek Indonesia” sebagai berikut:

“Jika perusahaan menerapkan good corporate governance secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital). 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata public dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan jasa stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi kebijakan yang ditempuh perusahaan.”

(2005:23)

Manfaat good corporate governance ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang pada dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh berkembannya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. 

Secara umum, menurut Indra Surya dalam bukunya “Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha” penerapan Good Corporate Governance secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

“Tujuan Good Corporate Governance terhadap perusahaan:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan.

5. Melindungi direksi-direksi, komisaris dari peraturan hukum.”

(2005:14)

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan Good Corporate Governance, maka diperlukan syarat-syarat tertentu.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mas Ahmad Daniri dalam bukunya yang berjudul “Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Kontek Indonesia” adalah:

“Keberhasilan Penerapan Good Corporate Governance juga memiliki prayarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan yaitu faktor eksternal dan faktor internal.”

(2005:25)

Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan good corporate governance yang antara lain:

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif.

b. Adanya dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapakan dapat pula melaksanakan good corporate governance dan menuju good corporate governance yang sebenarnaya.

c. Terdapat contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat (best practice) yang dapat menjadikan good corporate governance yang efektif dan professional.

d. Terbangunnya sistem rasa nilai yang mendukung penerapan good corporate governance dimasyarakat.

e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah karena pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor Internal
Faktor internal adalah pendukung keberhasilan pelaksanan good corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor internal pendukung keberhasilan pelaksanan good corporate governance tersebut antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan good corporate governance  dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen diperusahaan.

b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perushaan mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. 

c. Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance.
d. Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan  yang mungkin akan terjadi. 

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti perkembangan dinamika perusahaan dari waktu kewaktu.

f. Kualitas, skill, kredibilitas dan integritas berbagai pihak yang menggunakan perusahaan.

2.1.2.6 Pihak yang Beperan Dalam Good Corporate Governance
Upaya melakukan Good Corporate Governance dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan Good Corporate Governance. Pihak yang beperan dalam Good Corporate Governance yaitu:
2.1.2.7.1 Shareholder

Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian dalam perseroan harus menyadari tanggung jawab-nya pada saat ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak cara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan Perseroan dan Akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggung jawab serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.7.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris, dapat menggunakan jasa penasihat professional yang mandiri atau membentuk komite khusus. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai tugasnya.  
2.1.2.7.3 Dewan Direksi

Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkannya. Direksi dapat menggunakan jasa professional yang mandiri sebagai penasihat. Setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik dan berpengalaman untuk jabatan yang didudukinya.

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perseroan dan direksi harus memastikan agar perseroan melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholdesr).
2.1.2.7.4 Senior Management

1. Akuntansi Manajemen

· Merancang sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan.

· Merancang dan menerapkan sistem internal control yang berperan sebagai dewan peminjam.

· Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati.

· Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama

2. Auditor Internal

· Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan member nasihat pada pihak manajemen.

· Mengevaluasi sistem internal control dan bertanggung jawab kepada komite audit.

· Menelaah peraturan Corporate Governance menilai 1 tahun sekali.

2.1.2.7.5 Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris yang antara lain meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

2.1.3 Pengaruh Balanced Scorecard Terhadap Good Corporate Governance
Balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep manajemen, Manajemen merupakan pemain utama dalam suatu kegiatan organisasi. Berhasilnya tidaknya suatu organisasi untuk berkembang ada di tangan seorang manajer. Merekalah yang menentukan arah perusahaan. Terlebih jika perusahaan itu adalah perusahaan go public dimana terdapat pemisahan antara pemilik modal dan pihak manajemen. Manajemen adalah pihak yang mengelola dan menjalankan perusahaan. Mereka  dipercaya dan diberi wewenang untuk mengelola sumber daya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Manajemen bertugas menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Konsekuensi dari hal ini adalah pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut secara periodik kepada pemilik. 
Menurut  Robert Kaplan dalam bukunya “The Strategy-Focused Organization” yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal adalah:

“Manajemen sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja (performance measurement) yang mengukur kinerja perusahaan dan mempertajam konsep pengkuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif  “seimbang” (balanced) dalam mengukur kinerja dan strategi perusahaan”. 

(1992:8)

Balanced scorecard sangat dibutuhkan dan memulai bisnis karena balanced scorecard merupakan sistem pengukuran yang ditetapkan perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia didalam maupun dalam organisasi. 
Menurut Eddy Nurmanto salah satu pakar akuntansi manajemen khususnya Balanced scorecard yang dikutip dari www.bpkp.org.co.id adalah sebagai berikut: 

“Balanced scorecard sebagai kerangka kerja proses manajemen perusahaan dalam mempertahankan ukuran perkembangan suatu kinerja dan memiliki keistimewaan dalam hal cakupan pengukuran yang baik dimana selain mempertimbangkan kinerja finansial (tolok ukur keuangan) juga mempertimbangkan kinerja non-finansial (tolok ukur operasional) dalam mempertahankan ukuran perkembangan suatu kinerja untuk mencapai perusahaan good corporate governance”.

(2008)

Dari teori yang telah didapat balanced scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang berfungsi sebagai strategi yang berperan dalam pengembangan usaha guna mencapai visi dan tujuan perusahaan. Selain itu juga balanced scorecard juga berfungsi untuk memberikan manajemen, Manajemen merupakan pemain utama dalam suatu kegiatan organisasi. Berhasilnya tidaknya suatu  organisasi untuk berkembang ada di tangan seorang manajer dimana terdapat pemisahan antara pemilik modal dan pihak manajemen. Manajemen adalah pihak yang mengelola dan menjalankan perusahaan. Mereka  dipercaya dan diberi wewenang untuk mengelola sumber daya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik guna dalam tuntutan dalam pengelolaan/tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan Good Corporate Governance yang merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap kinerjanya.

Balanced scorecard sangat dibutuhkan dan memulai bisnis karena balanced scorecard merupakan sistem pengukuran yang ditetapkan perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia didalam maupun dalam organisasi. 

Menurut jurnal http://www.elrizky.net. yang ditulis oleh Indra Pratama dengan judul “Pengukuran kinerja dalam perkembangan perusahaan”  dengan jurnal sebagai berikut: 
“Balanced Scorecard merupakan metode yang terbaik dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan bagi manajemen, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian, serta dalam pengelolaan perusahaan”.

(2007)

Maka penulis dapat menyimpulkan kedalam sebab akibat yang menjadi pengaruh antara balanced scorecard dengan implementasi good corporate governance secara gambarannya hipotesis bahwa jika suatu alat pengukuran kinerja (balanced sorecard) pada perusahaan baik maka tata kelola perusahaannya akan baik (good corporate governance) dan sebaliknya jika tata kelola yang ada diperusahaan kurang baik maka alat pengukuran kinerjanya tidak baik.

2.2  Kerangka Pemikiran
Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang makin kompleks seperti saat ini dibutuhkan metode pengukuran kinerja yang dapat menilai kinerja perusahaan secara akurat dan menyeluruh. Dalam hal ini metode yang dapat digunakan adalah balanced scorecard. Balanced scorecard mengukur kinerja dari empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Norton & Kaplan memperkenalkan konsep balanced scorecard dalam bukunya yang berjudul “Balanced Scorecard Measures That Drive Performance” yang diterjemahkan oleh Amin Widjaja Tunggal adalah:

 “Yang mencoba memberikan alternatif dalam mengatasi masalah kelemahan yang muncul dari metode-metode pengukuran yang hanya mengukur kinerja perusahaan.”

(2000:6)

Hanya satu aspek dan kecendrungan untuk memfungsikan pengukuran kinerja hanya sebagai sistem pengukuran kinerja yang digunakan pada lower level management. Robert Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang dalam mengukur kinerja perusahaan.

Perspektif keuangan merupakan gambaran target keuangan yang perlu dicapai oleh suatu organisasi. Perspektif pelanggan memberikan gambaran segmen pasar yang hendak dituju, serta macam kebutuhan pelanggan yang akan dilayani oleh perusahaan, untuk mencapai target keuangan yang ditentukan. Perspektif proses bisnis/intern memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan dan pencapaian target keuangan tertentu. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemicu untuk membangun kompetensi personel, prasarana sistem informasi dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan target keuangan, pelanggan dan proses bisnis/intern. Dengan demikian keempat perspektif tersebut memberikan kerangka yang dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang komprehensif.

Balanced Scorecard bukan hanya sekedar teknik atau sistem operasional saja. Perusahaan yang inovatif menggunakan balanced scorecard sebagai suatu sistem strategi untuk mengelola strategi jangka panjang perusahaan. Beberapa perusahaan menggunakan sistem pengukuran melalui scorecard untuk memenuhi proses-proses manajemen antara lain:

1. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi.

2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategi dan ukurannya.

3. Perencanaan, penetapan target dan memadukannya dengan inisiatif strategis.
4. Mempertinggi nilai umpan balik strategis dan pembelajaran.

Eksekutif sebagai pengelola perusahaan dapat mengukur bagaimana unit bisnis mnghasilkan nilai untuk konsumen sekarang dan yang akan datang serta bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan internal dan investasi dalam organisasi, sistem dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja masa depan. Untuk pemantauan kinerja manajemen serta memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban dewan direksi dan tim manajemen kepada para pemegang saham dibutuhkan mekanisme good corporate governance
Good Corporate Governance pada dasar meliputi empat prinsip utama, yaitu: fairness, transfarancy, accountability, responsibility. Fairness adalah prinsip yang memberikan perlakuan sama terhadap semua pemegang saham maupun investor. Transparancy maksudnya agar dalam mengelola perusahaanm, manajemen mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada pemegang saham atau investor. Accountability maksudnya setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan itu kepada masyarakat.

Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa telekomunikasi dan informasi, secara tidak langsung membutuhkan suatu strategi yang lebih dikenal dengan balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja dalam mencapai suatu misi, visi dalam perusahaan yang baik. Adapun konsep dan prinsip perusahaan memiliki hubungan yang signifikan untuk mengukur suatu kinerja perusahaan baik itu keuangan mauapun non keuangan guna meningkatkan kualitas penerapan pada good corporate governance.
Oleh karena itu dengan penelitian ini dapat terlihat pengaruh antara balanced scorecard sebagai pengukuran kinerja dan implementasi good corporate governance sebagai suatu tata kelola atau cara pengelolaan yang berarah pada empat prinsip, serta hubungannya dengan berbagai pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, kiranya dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Pengukuran hanya memberikan gambaran mengenai sumber-sumber keuangan yang telah digunakan oleh perusahaan dan lebih bermanfaat bagi pihak internal perusahaan seperti manajemen dan pemegang saham (stockholder). Pihak eksternal seperti masyarakat luas dan pengguna produk atau jasa lebih memerlukan pengukuran yang bersifat keuangan. Balanced scorecard memiliki keistimewaan dalam hal cakupan pengukuran yang baik dimana selain mempertimbangkan kinerja finansial (tolok ukur keuangan) juga mempertimbangkan kinerja non-finansial (tolok ukur operasional) yang berpengaruh terhadap kualitas penerapan pada Good Corporate Governance.
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2.3  Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis nol (H0), yaitu hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau umumnya ditolak, yaitu mengenai tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan dari variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis kerja dari peneliti.

Ho :
Balanced scorecard tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan good corporate governance 

Ha : 
Balanced scorecard memilki pengaruh yang signifikan dengan good corporate governance perusahaan.
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“Has our financial performance improved?”





Customer


“Do Customer recognize that we are delivering more value?”








Internal Business Processes


“Have we improved key business processes so that we can deliver more value to customers?”





Learning and Growth


“Are we maintaining our ability to change and improve?” 





What are our financial goals?
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What internal business processes are critical to providing value to custormers?
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